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LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BEKASI

NOMOR: 2

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BEKAS!
NOMCR 3 TAHUN 2008
TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KARUPATEN REKASI
NOMOR 8 TAHUN 2004 TENTANG KEDUDUKAN PROTOKOLER
DAN KEUANGAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT DAERAHM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BEKASI

Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan telah ditetapkannya Peraturan
Pemerintah Nomor 37 Tahun 2005, maka Poraturan Dacrah
Kabupaten Rekasi Nomer 8 Tahun 2004 tentang Kedudukan
Protekoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah, periu ditinjau dan disesuaikan
kembali;

b. oahwa atas dasar pertimbangan sebagaimana dimaksud o
hurtf a2 tersebut o atas, maka penvesuaiannya perly
ditelapkan gengan Peraturan Daerah.
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Jridang-Undana Nomor 14 Tahun 1950 tentana FPembentukan

Diocrah dasrah Wakunaten datam Linglungan Preningl Jawa

Barat { Berita Negara 1950) ;

ro

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1987 tentang Protokal
{ Lemparan Negara Repubiik Indonesia Tahun 1987 Momor
43, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3363) ;

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 fentang Reuangan
Negara ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 20032
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286 ) ¢

w

4. Undang-Undang Nomar 22 Tahun 2002 tentang Susuinain dan
ReGudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan
Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan
Perwakilan Rakyat Dasrah { Lembaran MNegara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 92, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 4210) ;



an

Undang-Undang MNomor 1 Tahun 2004  tentang
Parbendaharaan Negara (Lembaran Negara Repubiis
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara
Nomeor 4355

: Undang—Uddang Nomor. 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan { Lembaran Negara Repuiiix
indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran

Megara Nomor 4388 )

7. Undang-unflﬂng Nomer 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan

Daeran ( Lembaran Negara Repubiik indgcnesia Tahun 2004
Nomor 125, Tambahan Lembaran Neaara Momor 4437 )

Undang-Undang Nomeor 33 Tahun 2004 t@ntﬂng F—"erfmb’m an
Kau 3 igan  ahiara FPemerintah Fusal dan Femeriniahan
D h ( Lembaran Negara Republik Indenesia Tahun 2004
h

126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438 ) ;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tieniang
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Kewenangan Pemerintah dan  Kewenangan  Propinsi
sebagai Dzerah Otonom { Lembaran MNegara Republik
Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan iembaran
Negara Nomor 3952 ) ;

Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang
FPengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan
Deerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000
Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4022 5 ;
Peraturan  Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang
Pembinaan dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah { Lembaran Negara Rspublik
Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran
MNegara Nomor 4020 ) ;

12.Peraturan  Pemerintah  Nomor 24 Tahun 2004 tentang

b

Kedudukan Protokoler dan Keuangan Fimpinan dan Anggota
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2005
( Lembaran Negara Republik !ndonesia Tahun 2005 Nomeor
84, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4240 ;

.Peraturan  Pemerintati Nomor 25 Tahun 2004 tentang
Pedoman Penvusunan  Peraturan Teta Tertib Dewan
Perwakilan Rakyat Daesrah { Lembaran Negara Repubiik
indonesia Tahun 2004 Nomor 61, Tambabhan Lembaran
MNegara Nomor 4417,

4.Peraturan Daerah Kabupaien Sekasi Nomor & Tanun 2004
tentang Kedudukan Protokeler dan Keuangan Pimpinan dan
Anggota Dewan Perwaklian Rakyat Daerah Kabupaten Bekasi
{ Lembaran Daerah Tahun 2005 Nomor 2 Seri D}



Dengan Persetujuan Bersama
CEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BEKASL
cdan
BUPAT!I BEKAS!
MEMUTUSKAN
Menetapkan . PERATURAN DAERAH KABUPATEN BEKASI TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN
BERAST NOMOR & TAHUN 2004 TENTANG

KEDUDUKAN PROTOKOLER DAN KEUANGAN
PIMPINAN  DAN  ANGGOTA DEWAN PERWAKH
RAKYAT DAERAH

Pasal !

Beberapa ketentuan daiam Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 8 Tahun
2004 tentang Kedudukan Profckoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggola
Dewan Perwakian Rakyat Daerah { Lembaran Dasrah Kabupaten Bekasi Nomor
2 Seri D), diubah sehagai berikut ;

1. Ketentuan Pasai 1 angka 16 diubah., sehingga Pasal 1 angka i8
berbunyi sebagai berikut :

?asai 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan -

16. Tunjangan Kesejahteraan adalah tunjangan yang disediakan kepada
pimpinan dan anggota DPRD berupa pemberian jaminan pemeliharaan
keschatan, penyediaan rumah jabetan Pimpinan DPRD dan
periengkapannya, fumah dinas dan péﬁengkaaamw, kendaraan dinas
jabatan pimpinan DPRD, pemberian pakaian dinas, uang duka
wafattewas dan bantuan baaya pengurusan jenazah ;

Z. Retenwan rasal 14 diubah, sehingga Pasal 14 berbunvi sebagai
berikut :

Pasal 14

Fimpinan atau Anggota DPRD vang duduk dalam Panitia Musvawarah atau
Komisi atau Fanitia Anggeran alay Badan Kehommalen sl Akl
Kelengkapan iainnya yang diperiukan, diberikan tunjangan aiat keiengkapan
sebagai berikut

a. Ketua sebesar 7.5 % ( tuivh koma lima perseratue ) dari Tuniangan
Jabatan Keiua DFRD

b. Wakil Ketua sobesar5 % ( iima perseratus ) dari Tunjangan Jabatan
Ketug DPRD |



c. Sekretaris =cbesar 4 % ( empat perseratus ) dant Tunjangan Jabatan
reiua Urinl ,

d. Anggota sebesar 3 % ( tiga perseratus ) dari Tunjangan Jabatan Ketua
DPRD.

Ketentuan Pasal 16 diubah, sehingga Pasal 16 berbunyi sebagai
berikut :

Fasal 16

(1) Pimpinan dan Anggota DPRD beserta keluarganya diberikan jaminan
pemeltharaan kesehatan dalam bentuk pembayaran premi asuransi
kesehatan kepada Lembaga Asuransi yang ditetapkan oleh Pemerintah
Daerah.

I3

{2) Keluarga Pimpinan dan Anggota DPRD vang mendapat jaminan

nemelharaan kesehatan yaitu suami atau istri dan 2 { dua) crang arak.
(3) Besamya premi asuransi sebagaimana dimahsud pada ayatl (1
termasuk biava general check-up 1 ( satu ) kali dalam setahun bagi
pimpinan dan anggota DPRD.

(4) Besamya premi asulansi sebagaimana dimeksud  pade ayal (1)
paling tinggi sama dengan besarnya premi asuransi Kepala Daerah

{5) FPembayaran Freny asuransi sebagaimana dimaksud pada avat (1),
dibebankan pada APBD,

Ketentuan Pasal 20 diubah, sehingga Pasal 20 berbunyl ssbagai
perikut -

S

Paaal 20

(1) Dalam hal Pemerintah Daerah beium dapat menyediakan rumah jabatan
pimpinan atau rumah dinas Anggota DPRD, kepada yang bersangkuian
diberikan tuhjangan perumahan,

(2) Tunjangan peivimdhan ssbugaimana dinaksud pada ayal (1), dibetikan
daiam bentuk uang dan dibayarkan setiap bulan terhitung muiai fangaal
pengucapan sumpah /janji ;.

(3} Pemberian tunjangan perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2),
harus_ m_emperhatikan azas kepaidtan, Kewajaran dan rasicnallias sefia
standar harga setempat yang berlaku.

(4y Ketentuan iehih ianjut mengenai besarnva tuniangan perumahan
sebagaimana dimeksud pada ayal (2) ditstepken dengan Peraturan
Bupati.



E. Diantara ayat {2) dan ay (3) Pasal 21 disisipkan 1 { 2atu ) huruf, yakni
hwuruf d, sehingga Pasal 21 berbunyi sebagai bernikut | -

(1) Pimpinan dan Anggota DPRD disediakan Pakalan Dinas.

{2) Pakaian Dinas beserta atributnya sebagaiinana dimaksud pada ayat (1),

terdiri atas :

L\}

a. Fakaan sipil Hanan disediakan £ { dua ) pasang daiam 1 { satu }
tahun ;

n. Pakaian Sipil Resmi disediakan 1 { satu ) pasang dalam 1 ( satu )
fahun ,

c. Pakaian Sipil Lengkap disediakan 1 { satu ) pasang datam G {lima }
tahun ;
g. Pakaian Dinas HMarian Lenhgan Panjang disediakan 1 ( 3atu

pasang dalam 1 ( satu) tahun.

{3) Standar satuan harga dan kualitas bahan pakaian dinas ditetapkan
dengain Kepulusan Bupali.

(4) Penstapan standar harga satuan harga dan kualitas bahan pakaian

dinas mempertimbangkan prinsip penghematan, Kepatulan dan
kewajaran.

8. Ketentuan Pasal Z4 diubah, sehingga Pasal 24 berbunyl sebagai
berikut :
Pasal 24

(1) belanja penunjang Kegiatan disediakan untuk mendukung Keiancaran
tugas, fungsi dan wewenang DPRD.

unjang kegiatan sehagaimana dimaksud pada ayat (1)

{2) Belania pen
disusun beidasaikan Reanvana Kerja yang ditetapkan Pimpinan DPRD.

Py

3} Renzana keria DPRD dapat berura kegiatan .

a rapat-rapat -

b, kunjungan keria

c. penyiapan rancangan peraturan daerah. pengkajian dan peneiaanan

neraturan daerah ;

pefingraiain sUIMDber Gaya manusia dah profesionailsme |

o. koordinasi dan  konsultasi  kegiatan  pemerintahan  dan
Kemasyaraxatan.

£



7. Diantara ayat {2) dan ayat {3) Pasal 25 disisipkan 1 satu ) ayat, yakni
ayat (Za) gan ayat {3) diubah, sehingga rFasal 2% berbunyt sebagai
berikut :

IA\

V17

manyusun balan ; ng tergini atas belanja
penghasiian i-"it'ﬁﬁiﬁai’l dan Anggota b'r"-ﬁu, mﬁjaﬁgaﬁ Kesejanteraan
impinar ] Kogiatan DPRD
yang diformuiasikan e da iam :\Lﬂuaﬁa P\cnj"c} ga hé“;i}gazma Satuan
Keria Parangkat Daeran Sekretariat DPRD.
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Belaija  penglasilan Plinplian dan Angyuia DPRD selagainair
dimaksud pada ayat (1) tersebui dalam ketentuan FPasal 10
dianggarakan dalam Pos DPRD.

{£a} Tunjangan perumanan sebagaimana dimaksud pada ayal {2) tersebut

(4)

dalam ketentuan dalam Pasal 20 dianggarkan dalam Pos DPRD

Tunjangan hesejahilsiaan Fimpinan dan Anggola DPRD sebagaiiiana
dimaksud bada ayat (1) tersebut dalam ketentuan Pasal 18, Pasal 17
Pasal 18, Pasal 21, Pasal 22 den Pasal 23 sera Delanja Penunjang
Kegiatan DPRD sebagaimana dimaksud daiam Pasal 24 avat (2.
dianggarkan dalam Poe Sckrotariat DPRD yang diuraikan ke dalam
jenis beianja sebagai berikut

a. Belanja Pegawai ;
h Belanja Barang dan .lasa

¢. Belanja Perjalanan Dinas ;

0

Belanja Pcmeliharaan ;

¢. Belanja Modal

Pengelolaan belanja DPRD  dilaksanakan oich Scokrotaric DPRD
dengan berpeaoman pada keienuan peraturan peiundang-undangan.

rasai 1§

Peraturan Laeran ini mulal perfaky pada andggal diundangxarn.







